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ABSTRAK

Rehan Renaldy, 201510115038, Skripsi  “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999  Terhadap  Pemberitaan  Profesi  Pers  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  (Studi  kasus
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/PID/2015 tanggal 28 Oktober
2015)”

Eksistensi pers menjadi salah satu indikator penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi.
Salah  satu pilar  terpenting  dari  prinsip negara hukum demokratis  adalah  kebebasan pers.
Kebebasan pers dapat berjalan tergantung politik hukum suatu rezim dan sejak masa Orde
Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi menunjukkan perbedaan dinamika kebebasan pers di
dalam sistem hukum  di  Indonesia.  Pers  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab  memegang
peranan  penting  dalam  masyarakat  demokratis.  Kebebasan  Pers  merupakan  suatu  unsur
penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan
karena pers salah satu bagian penting didalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Namun,
dengan  melihat  perilaku  masyarakat  saat  ini,  fungsi  dari  pers  itu  sendiri  masih  sering
disalahgunakan didalam memenuhi keinginan-keinginan pribadi dari tiap individu-individu
tertentu yang ada didalam masyarakat tersebut. Perbuatan penyelewengan atau penyimpangan
yang dilakukan subjek pers selama berhubungan dengan masalah ketersimpangan fungsi pers,
dapat  digolongkan  menjadi  tindak  pidana-pers.  Penelitian  ini  dibuat  untuk  mengetahui
pertanggung jawaban tindak pidana delik pers dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 854
K/PID/2015.  Untuk  meneliti  permasalahan  yang  penulis  ambil  menggunakan  metode
penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  kepustakaan  dan
menggunakan metode pendekatan  undang-undang dengan mengacu kepada aturan  hukum
yang berlaku serta penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa
selama  ini  sudah  dikenal  dua  sistem  pertanggungjawaban  pidana  pers  yang  menonjol,
masing-masing menurut  sistem  deelneming atau  penyertaan  dan sistem  waterfall atau  air
terjun. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dalam tindak
pidana pers, maka yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam
perundang-undangan  saat  ini  yaitu  KUHP  dan  Undang-undang  40  tahun  1999.
Kesimpulannya  undang-undang  nomor  40  tahun  1999  masih  dikesampingkan  dalam
memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dunia pers dan majelis hakim
lebih cenderung menggunakan KUHP. 

Kata Kunci : Pers, Pertanggungjawaban Pidana, Delik Pers .
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ABSTRACT

Rehan  Renaldy,  201510115038 Skripsi"Implementation  of  Law  Number  40  of  1999
concerning Press Professionals Conducting Crimes (Case Study of Decision of the Supreme
Court of the Republic of Indonesia Number 854 K / PID / 2015 dated 28 October 2015)"

The existence  of  the  press  is  one  indicator  of  the  administration  of  the  rule  of  law and
democracy. One of the most important pillars of the principle of the state of democratic law is
freedom of the press. The freedom of the press can run depending on the legal politics of a
regime  and  since  the  Old  Order,  the  New  Order,  and  the  Reformation  Order  showed
differences in the dynamics of press freedom in the legal system in Indonesia. A free and
responsible  press  plays  an  important  role  in  a  democratic  society.  Press  Freedom is  an
important  element  in  the  formation  of  a  democratic,  open  and  transparent  state  system
because the press is an important part  of the survival of society. However, by looking at
current community behavior, the function of the press itself is still often misused in fulfilling
the personal desires of each particular individual within the community. Acts of misuse or
irregularities committed by the subject of the press as long as they are related to problems in
the deviation of press functions, can be classified as criminal acts-the press. This study was
made  to  determine  the  accountability  of  criminal  offenses  in  the  press  offenses  of  the
Supreme Court Number 854 K / PID / 2015. To examine the problems that the authors take
using normative juridical research methods, namely research that is based on literature and
uses the method of approach to the law by referring to the applicable legal rules and their
application.  Based on the results  of the study, the authors do that so far there have been
known two prominent systems of criminal liability press, each according to the system of
derelicting  or  inclusion  and  the  waterfall  or  waterfall  system.  Speaking  of  criminal
responsibility in the criminal acts of the press, what is meant is criminal liability that applies
in the current legislation, namely the Criminal Code and Law 40 of 1999. In conclusion, law
number 40 of 1999 is still ruled out in deciding cases. criminal offenses committed by press
actors and judges are more likely to use the Criminal Code.

Keywords: Press, Criminal Accountability,  Press offense.
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